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Pemprov DKI Perlu Perda Perkuat Sistem Pangan

¢ Menjamin Stok Pangan di Ibu Kota

JAKARTA (Poskota) -
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) DKI Jakarta membu-
tuhkan regulasi berupa per-
aturan daerah untuk mem-
perkuat sistem pangan. Hal
itu dibutuhkan demi terjamin-
nya ketersediaan dan keter-
cukupan stok pangan bagi
masyarakat Ibu Kota.
"DKI Jakarta memerfu-
kan beberapa upaya, di an-
taranya regulasi berupa per-
aturan daerah yang dapat
menggerakkan pilar-pilar
sistem pangan agar berger-
ak lebih cepat dalam men-
guatkan ketahanan pan-
gan daerah," kata Kepala
Dinas Ketahanan Pan-
gan, Kelautan dan Perta-
nian (KPKP) DKI Jakarta
Suharini Eliawati, yang di-
kutip Minggu (29/10).
Menurut Suharini, tan-
tangan dan kondisi yang se-

benamya terjadi saatini, di
mana Pemprov DKI Jakar-
ta memerlukan pemetaan
dan analisis secara meny-
eluruh untuk penyelengg-
araan sistem pangan me-
lalui Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pangan.

Selain untuk mewujud-
kan masyarakat DKl Ja-
karta yang aktif, sehat dan
produktif, rumusan rancan-
gan peraturan daerah (raper-
da) tersebut juga diperiukan
untuk memperkuat perbai-
kan kualitas konsumsi pan-
gan yang memenuhi kaid-
ah pangan beragam, ber-
gizi, seimbang dan aman
(B2SA).

Salah satu yang diatur di
dalam Raperda Penyelengg-
araan Sistem Pangan, yakni
penanganan sisa makanan

(food waste) di DKI Jakarta
untuk mengurangi sampah
makanan melalui peruba-
han pola pikir dan perilaku
pelaku usaha dan konsumen
atau masyarakat.

Hal tersebul dengan
cara sosialisasi "stop bo-
ros pangan" dan "belanja
bijak" bekerjasama den-
gan pihak terkait yang
berpotensi menghasilkan
sampah makanan seper-
ti hotel, restoran, kater-
ing, pasar.

Selain itu bekerjasama
dengan pihak yang mam-
pu menyalurkan pangan
berlebih seperti lemba-
ga swadaya masyarakat
(Non Governmental Orga-
nization/NGQO), pesantren
dan penggerak Pemberday-
aan Kesejahteraan Keluar-
ga (PKK).

Pemprov DKI Jakar-

ta juga bekerjasama den-
gan Badan Pangan Nasion-
al (Bapanas) untuk mewu-
judkan "Gerakan Selamat-
kan Pangan" melalui sosia-
lisasi "stop boros pangan”
diwilayah Jakarta.
"Raperda ini prinsipnya
menjamin setiap individu
warga Jakarta dapat ter-
cukupi jumlah dan kualitas
kebutuhan pangannya,” kata
Penjabat (Pj) Gubernur DKI
Jakarta Heru Budi Hartono
di Balai Kota DKI, Jakarta
Pusat, Selasa (24/10).
Sehingga, kata Heru,
perda ini diharapkan dapat
memberikan kepastian bah-
wa seluruh penduduk yang
tinggal di Jakarta tidak men-
galami kendala dalam
memenuhi kuantitas atau-
pun kualitas pangan ses-
uai dengan kebutuhan dan
preferensinya. (*/lfn)



